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BAB IV 

KESENJANGAN PERSAHABATAN 

 BUYA HAMKA DAN IR SOEKARNO 

 

A. Dibubarkannya Anggota Konstituante dan Partai Masyumi  

Sejak pelantikan anggota konstituante pada tanggal 10 November 

1956 hingga sidang Konstituante yang terakhir tanggal 2 Juni 1959, 

berlangsung tujuh kali sidang pleno, satu kali pada tahun 1956, tiga kali 

pada tahun 1957, dua kali pada tahun 1958, dan satu kali pada tahun 1959. 

Panitia persiapan Konstitusi mengadakan rapat antara dua seidan Pleno. 

Pada tahun 1958 jumlah sidang pleno lebih sedikit dibandingkan pada 

tahun 1957 karena sidang pleno berhasil mengambil keputusan tentang 

pasal-pasal yang akan dimasukkan dalm UUD.
68

 Karena itu, panitia 

persiapan konstitusi, yang ditugaskan membahas lebih lanjut masalah-

masalah yang telah diputuskan, bersidang lebih sering daripada tahun 

sebelumya. Karena itu juga sidang-sidang pleno pada tahun 1958 lebih 

singkat yang terakhir selesai pada awal september dibandingkan dengan 

sidang-sidang tahun 1957 yang berlangsung hingga bulan Desember. 

                                                             
68

 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Kostituonal di Indonesia, Studi Sosial-Legal atas 
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Pada sidang-sidang tahun 1956, ketua dan wakil-wakil ketua 

dipilih menurut prosedur yang disetujui sesudah perdebatan yang panjang 

lebar. Sesuadah itu, dimulai diskusi mengenai peraturan tata tertib yang 

mencakup organisasi konstituante dan cara-cara kerja. Peraturan tata tertib 

ditetapkan dalam sidang pada semester pertama tahun 1957. Selama 

perdebatan tentang peraturan tata tertib, partai-partai nasionalis radikal 

mengajukan pendapat yang secara prinsipil bertentangan dengan pendapat 

mayoritas perihal dasar konstitusi yang dapat dilihat dari perkembangan 

kemudian, dapat dianggap sebagai indikasi campur tangan pemerintah 

yang dilakukan pada tahun 1959.
69

 Pendapat yang bertentangan ini pada 

akhir perdebatan tentang peraturan tata tertib dinyatakan dalam nota yang 

ditandatangani oleh 17 orang anggota yang beranggapan bahwa 

wewenang bandan Konstituante untuk merancang Konstitusi seharusnya 

tidak bersumber pada UUD 1950, melainkan pada UUD 1945. Lebih 

lanjut ditekankan bahwa pemerintah identik dengan badan tertinggi di 

dalam republik, yang sejak tahun 1945 tidak berubah dan tidak dapat 

diganti oleh DPR. Badan tertinggi ini adalah Presiden Ir. Soekarno yang 

berdasarkan sejrah Proklamasi berhak dan wajib menolak rancangan UUD 

jika dianggap bertentangan dengan makna dan isi Proklamasi 17 Agustus 

1945. 
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Pada sidang kedua tahun 1957, dua pokok yang penting 

diperdebatkan : 

1. Dari tanggal 20 Mei hingga 7 Juni, pokok-pokok yang akan 

dimasukkan ke dalam undang-undang dasar baru. 

2. Dari tanggal 11 Juni hingga 13 Juni, sistematika undang-undang dasar 

baru tersebut. 

Dalam kedua perdebatan ini, terdapat dua pokok yang dianggap 

sebagai pokok yang paling penting. Yakni soal dasar Negara dan hak-hak 

asasi manusia. Yang pertama umumnya dilihat sebagai pokok yang 

menentukan seluruh isi undang-undang dasar, sedangkan soal hak-hak 

asasi manusia dianggap oleh banyak orang sebagai hal yang menentukan 

maksud dan substansi undang-undang dasar.
70

 Selama bulan-bulan 

terakhir tahun 1957, tiga usul yang berkaitan dengan dasar Negara 

Pancasila, islam dan sosial ekonomi diajukan dan diperjuangkan dengan 

gigih oleh pendukung-pendukung sejak tanggal 11 November hingga 6 

Desember, perdebatan tersebut bersifat ideologis, mutlak-mutlakan dan 

antagonis sehingga partai-partai yang terlibat di dalamnya bukan saling 

mendekati melainkan sebaliknya, semakin menjauh. Akibatnya pada 

tanggal 6 Desember siding pleno memutuskan bahwa perdebatan tentang 
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dasar Negara perlu ditangguhkan dan panitia persiapan konstitusi 

ditugaskan untuk mempersiapkan rumusan yang akan memungkinkan 

tercapainya kompromi. 

Pada sidang-sidang tahun 1958, pokok-pokok pembicaraan yang 

paling penting hak-hak asasi manusia, penyempurnaan prosedur, dan asas-

asas dasar kebijakan Negara. Berbeda dengan sifat perdebatan mengenai 

dasar Negara yang cendrung mengarah pada perpecahan, perdebatan 

tentang hak-hak asasi manusia malah lebih mempersatukan terlihat dari 

adanya consensus yang menonjol mengenai arti penting hak-hak manusia. 

Termasuk kebebasan beragama. Beberapa perbedaan pendapat yang ada 

berkembang pada kebebasan berpindah agama yang tidak dapat diterima 

oleh partai-partai islam, masalah-masalah yang berkaitan dengan hak 

milik modal asing yang dapat disalahartikan untuk memeras rakyat, serta 

persamaan hak bagi semua wrga Negara Indonesia tanpa memandang 

keturunan (terutama bagi keturunan Cina).
71

 

Di samping hak-hak asasi manusia, percepatan kerja Konstituante 

merupakan pokok pembicaraan yang penting pada tahun 1958. Pada 

tanggal 8 September Sidang Pleno memutuskan untuk memperluas 

wewenang panitia persiapan Konstitusi untuk memberi hak dalam 

mengambil keputusan berdasarkan mayoritas dua pertiga termasuk 
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mengambil keputusan mengenai rancangan pasal-pasal untuk 

mempercepat penyusun rancangan undang-undang dasar baru. 

Percepatan prosedur ini sebagian dimaksudkan sebagai jawaban 

terhadap pesan pemerintah yang disampaikan oleh Perdana Menteri 

Djuanda tanggal 30 Juli di depan siding Pleno. Pidato Perdana menteri ini 

harus dilihat dalam konteks ketegangan yang semakin tajam antara 

presiden. Kabinet dan Angkatan bersenjata di satu pihak, dengan partai-

partai dan Konstituante di pihak lain. Konflik memang sangat mungkin 

terjadi karena pertama menginginkan bentuk pemerintahan yang lebih 

otoriter untuk lebih menjaga stabilitas daripada bentuk kabinet 

parlementer yang berlaku. Bentuk pemerintah yang otoriter dianggap perlu 

untuk menangani kemerosotan ekonomi dan perpecahan nasional yag 

semakain mengancam. Tetapi Konstituante tetap memperjuangkan 

pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang.
72

 

Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. 

Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. 

Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara 

ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. 

Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 menghasilkan 264 

suara setuju dan 204 tidak setuju. Hal ini berarti tetap belum mencapai 2/3 

                                                             
72

 Ibid., 87. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60 
 

suara yang ditentukan untuk mengambil keputusan bersama. Pada tanggal 

2 Juni 1959 anggota Konstituante mengadakan pemungutan suara ulang 

lagi. Hasilnya tetap tidak mencapai tidak mencapai ketentuan yaitu : 263 

suara setuju dan 203 tidak setuju. Dari pemungutan suara ini Konstituante 

memutuskan reses yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan 

UUD.  

Pemungutan suara sampai diulang-ulang dan tetap mengalami 

kegagalan, jelas membawa tidak yang membahayakan keselamatan negara 

dan bangsa. Membahayakan karena suasana di dalam gedung konstituante 

merembes keluar gedung yang akan berakibat sesuatu yang tidak 

diharapkan kaau tidak segera dicegah. Untuk mencegah hak tersebut, 

maka Jendral Nasution kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) atas 

nama Pengysa Perang Pusat (PEPERPU), mengeluarkan keputusan pada 

tanggal 3 Juni 1959, yang berisi melarang kegiatan politik. Keputusan 

PEPERPU itu memang membawa dampak adanya ketenangan di berbagai 

daerah, namun belum menyelesaikan persoalan dan perselisihan yang 

terjadi di Kontituante.
73

 

Pergolakan-pergolakan daerah ini dapat diatasi. Usaha Angkatan 

Darat yang demikian berhasil dalam mengatasi permasalahan daerah ini 
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tidak saja memperkuat posisi Angakatan Darat dengan politik melainkan 

mendekatkan diri dalam hubungan dengan Presiden Ir. Soekarno.
74

 

Pada 5 Juli pukul 17.00 Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit 

yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana merdeka. Hal ini diikuti 

oleh Jendral Nasution, kepala staf Angkatan Darat, mengeluarkan 

Maklumat mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sekalipun 

mengeluarkan perintah harian yang ditunjukan kepada seluruh anggota 

TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Dalam 

perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan pernyataan yang 

membenarkan dekrit tersebut dengan membubarkan Badan Konstituante 

hasil pemilu 1955.
75

 

Persoalaan Negara yang berlarut dalam kekacauan politik, 

membuat Presiden Soekarno mengambil keputusan dengan cepat dalam 

menyelamatkan negara. Ia membentuk badan-badan yang membentuknya 

pada waktu Negara dalam keadaan darurat yaitu badan yang 

mencerminkan masyarakat seperti, Front Nasional, BPPK (Badan 

Pengerahan Potensi Kerja), KOTI ( Komando Operasi Tertinggi), KOTOE 

(Komando Operasi Tertinggi Ekonomi), dan PARAN (Penertiban 
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Aparatur Negara) dan Soekarno pimpinan hamper semua badan-badan 

tersebut.
76

 

Posisi Presiden Ir. Soekarno sebagai pemimpin Negara yang 

sentral, mulai memuncak pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan jaminan dan 

dukungan Angkatan Bersenjata, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 

dalam suatu upacara resmi di Istana Negara. Salah satu isi dari dekrit ini 

adalah pembubaran Konstituante karena kegagalan badan ini dalam 

membentuk undang-undang baru. Pembubaran Kontituante ini menandai 

berlakunnya UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.
77

 

Keadaan darurat nasional dan kegagalan Kontituante dalam 

melaksanakan tugasnya akan mengancam perpecahan politik nasional. 

Dengan mendapat jaminan dan dukungan Angkatan Bersenjata, Presiden 

Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 dalam suatu upacara resmi di Istana 

Merdeka mengumumkan Dekrit Presiden. Adapun isi pokok Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 tersebut, yaitu : 

1. Pembubaran Konstituante 

2. Berlakunya kembali UUD 1945 

3. Tidak berlakunya UUD 1950 (UUDS) 
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Di samping itu, ditetapkan pula bahwa akan segera dibentuk 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan 

Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Demi mengamankan Dekrit 

Presiden. Nasution Sebagai pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan 

perintah harian yang bertujuan mengamankan.
78

 

Pada tahun 1959 Dibubarkannya Konstituante. Sejak itu hubungan 

akrab dengan Ir. Soekarno mulai renggang. Buya Hamka dengan segenap 

Partai Islam memperjuangkan negara berdasarkan Islam sedangkan Ir. 

Soekarno ingin mempertahankan negara berdasarkan Pancasila. Sejak itu 

hubungan dua orang yang sebelumnya seperti bersaudara terputus.
79

 

Setelah dikeluarkannya keputusan Presiden No. 128 tahun 1960 

yaang menyatakan, partai yang diakui pemerintah hanyalah PNI, NU, 

PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, (Partindo), PSII, Partai Kristen 

Indonesia (Parkindo), IPKI, Perti, dan Murba. Sementara Masyumi dan 

PSI bernasib sama dengan puluhan partai lainnya, tidak diakui dan 

dibubarkan. 

Pada awalnya Masyumi, PNI, dan PSI merupakan pilar 

pemerintah. Ketiga partai tersebut secara bergantian memegang tampuk 

kepemimpinan dan selalu menempatkan tokoh-tokohnya kedalam kabinet. 
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Posisi Masyumi dan PSI mulai bergeser pada saat PKI mulai bangkit dan 

mempengaruhi pandangan Presiden Ir. Soekarno yang hendak menyatukan 

seluruh kekuatan negara dari unsur nasionalis, agama, dan komunis. 

Pertentangan antara Presiden Ir. Soekarno dengan Masyumi dan PSI 

semakin terbuka saat kedua partai tersebut menolak konsepsi Presiden 

tentang demokrasi terpimpin. Beberapa pemimpin Masyumi dan PSI 

terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). 

Masyumi yang merupakan partai dengan ideology Agama Islam sangat 

menentang kebijakan pemerintah yang mengijinkan pendirian partai 

komunis indonesia yang jela-jelas bertentangan dengan pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 dan Batang Tubuh UUD 1945 

pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas Ketuhanan yang 

Maha Esa. Begitu pula PSI yang memiliki ideologi sosialis sangat 

bertentangan dengan komunis.
80

 

Dalam pemilu 1955, Masyumi menjadi partai islam terkuat dengan 

menguasai 20,92 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, 

termasuk Jakarta raya (26,12 persen), Sumatera Utara (37 persen), 

kalimantan Barat (33,25 persen), Sulawesi Tenggara Selatan (39,98 

persen) dan Maluku (35, 35 persen). Pembubaran Masyumi pada tahun 

1960 betul-betul merupakan pukulan telak bagi kekuatan politik islam. 
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Sebagian wilayah yang ditinggalkan oleh Masyumi memang tetap 

memiliki karakter sebagai basis masa islam yang kuat ketika pemilu 

kembali dilaksanakan secara bebas, seperti Jakarta, Jawa Timur, Sumatera 

Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, kebanyakan dari wilayah 

lain di pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, 

Lampung, dan Sumatera Utara, telah berubah warna, wilayah ini 

cenderung menjadi basis partai nasionalis.
81

 

Perjalanan politik Masyumi sejak didirikan pada tanggal 7 

Nopember 1945 sampai dibubarkan pada tahun 1960 penuh dengan 

dinamika, baik di dalam internal Masyumi sendiri maupun ketika 

berhubungan dengan partai politik dan Presiden Ir. Soekarno. Hubungan 

Masyumi dengan Presiden Ir. Soekarno misalnya, pernah juga mengalami 

hubungan yang harmonis, terutama pada masa revolusi. Hubungan itu 

mengalami pergeseran hingga menjurus kepada konflik. Konflik antara Ir. 

Soekarno dengan Masyumi semakin tajam, terutama sejak adanya 

keinginan Ir. Soekarno mengubur partai politik pada bulan Oktober 1956, 

dan konsepsi Presiden pada tahun 1957. Konflik terus berlanjut hingga 

masa demokrasi terpimpin. 
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan Ir. Soekarno 

membubarkan Masyumi. Pertama. Soekarno ingin merealisasikan 

pemikiran dan obsesinya yang sudah lama terkubur, terutama mengenai 

partai politik, demokrasi dan revolusi. Kesimpulan ini didasarkan atas 

beberapa pernyataan dan pemikiran Ir. Soekarno yang sudah berkembang 

sejak masa pergerakan nasional sampai awal Demokrasi Terpimpin. 

Kesatu, sejak masa pergerakan nasional Ir. Soekarno menginginkan partai 

politik cukup satu. Bahkan pada bulan Oktober 1956 Ir. Soekarno 

menyatakan partai politik adalah penyakit, sehingga harus dikubur. 

Kedua, Ir. Soekarno menginginkan demokrasi yang diterapkan adalah 

Democratisch-centralisme, yakni suatu demokarsi yang memberi 

kekuasaan pada pucuk pimpinan buat menhukum tiap penyelewengan, dan 

menendang bagian partai yang membahayakan massa.
82

 

Konsep ini disampaikan Ir. Soekarno pada tahun 1933. Konsep ini 

kemudian Soekarno terapkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Ketiga, Ir. 

Soekarno berkeyakinan revolusi belum selesai. Setiap revolusi 

mempunyai musuh. Dalam logika revolusi harus ditarik garis yang tegas 

antara kawan dan lawan. Perilaku politik Soekarno pada masa Demokrasi 

Terpimpin menurut Bernhard Dahm, dipengaruhi oleh sifat-sifat yang 

dimiliki tokoh Bima dalam cerita pewayangan, seperti sifat Bima yang 

                                                             
82

 Zainal Muslim A, Sikap Politik Soekarno Terhadap Masyumi Tahun 1957-1960, Skripsi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (Semarang, 2013), 77.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67 
 

tidak mengenal kompromi dengan lawan yang datang dari luar 

keluarganya. 

Faktor kedua, adanya konflik yang berkepanjangan antara Ir. 

Soekarno dengan Masyumi. Konflik itu mulai muncul ketika Perdana 

Menteri M. Natsir menolat usul Presiden Ir. Soekarno tentang cara 

penyelesaian Irian Barat. Selain itu, Natsir juga mengingatkan Presiden Ir. 

Soekarno supaya jangan mencampuri urusan pemerintah, dan kalau 

Soekarno terus-menerus mencampuri kebijaksanaan pemerintah maka 

Perdan Menteri bisa menangkapnya. Kasus ini menimbulkan dendam 

pribadi Soekarno kepada M. Natsir. Selain dendam Pribadi, Soekarno juga 

menyimpan dendam sejarah kepada Partai Masyumi. Partai Masyumi 

seringkali mengkritisi dan menentang gagasan dan kebijaksanaan Ir. 

Soekarno. Adanya penentangan dan perlawanan Masyumi yang tidak 

putus-putusnya kepada Presiden Ir. Soekarno yang semakin mendorong 

dan menyakinkan Soekarno untuk membubarkan Masyumi. Faktor ketiga 

adalah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin 

dan melestarikan kekuasaannya. Soekarno khawatir kalau Masyumi tetao 

dibiarkan hidup, maka akan mengancam kekuasaannya, dan menghambat 

jalannya Demokrasi Terpimpin.
83
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B. Tuduhan Makar Terhadap Buya Hamka 

Sejak menjadi imam masjid, Buya Hamka memulai memberikan 

pelajaran tafsir Al-Qurr‟an tiap selelsai memimpin shalat subuh. Surat 

yang pertama kali keluar dikaji adalah surat Al-Khafi, juz XV. Tafsie-

tafsir yang diuraikannya, yang dimulai sejak akhir 1958, kemudian dimuat 

secara berkala di Majalah Gema Islam terbitan Perpustakaan Al-Azhar 

mulai januari 1962 hingga 1964. 

Mulai saat itu terbetik di hati Hamka untuk menyusun tafsir dalam 

kitab-kitab yang kemudian diberi judul Tafsir Al-Azhar. Pemberian judul 

kitab tafsirnya itu takk lepas dari sejarah berdirinya Masjid Agung Al-

Azhar seperti diuraikan sebelumnya. Tetapi, meski telah berjalan selama 

enam tahun, belum juga seluruh ayat-ayat Al-Quran selesai ditafsirkan. 

27 Januari 1964, berlakulah takdir Allah yang oleh Hamka 

dikiaskan dengan kalimat “Jika Langit Hendak Jatuh, Bagaimanalah 

telunjuk bisa menahannya.”
84

 Siang itu, usai memberikan pengajian 

mingguan di Masjid Agung, Buya dijemput empat orang polisi berpakaian 

preman, lengkap dengan surat perintah penahanan sementara. Di 

dalamnya disebutkan bahwa Hamka diduga melakukan kejahatan sesuai 

dengan PenPres No 11/1963. Tanpa keterangan lebih jelas, Hamka 

digelandang ke Departemen Angkatan Kepolisian (DEPAK), ditahan 
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selama 2 jam, kemudian dibawa ke Cimacan, Puncak Bogor. Empat hari 

Hamka ditahan di sebuah bungalow Polisi di Cimacan. Pada 31 Januari 

1964, beliau dipindahkan ke Sekolah Kepolisian Sukabumi setelah 

sebelumnya sempat mampir di sebuah bungalow lain di Puncak dimana 

beliau bersua tokoh Masyumi H. Kasman Singodimedjo yang telah dua 

bulan ditahan rezim Soekarno. 

Di tahanan Sukabumi Hamka diinterogasi secara maraton dengan 

bermacam cara, baik dengan bujukan lembut maupun dengan paksaan, 

sindiran, ejekan, hingga hinaan agar mengakui tuduhan yang dialamatkan 

kepadanya. Masa-masa yang tak pernah terbayangkan bakal menimpa 

seorang ulama yang “lurus-lurus saja” itu bertepatan dengan bulan 

Ramadhan. Tapi walau berat ujian yang harus ditanggung, Hamka tak 

putus menjalani ibadah wajib puasa Ramadhan. 

Tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah melakukan rapat-

rapat gelap, menjadi anggota gerakan gelap untuk menentang Presiden 

Soekarno dan pemerintahan Republik Indonesia yang sah.
85

 Salah satu 

biang tuduhan adalah kuliahnya pada Oktober 1963 di Institut Agama 

Islam Negeri (sekarang Universitas Islam Negeri) Ciputat yang dianggap 

menghasut mahasiswa untuk melanjutkan pemberontakan Kartosuwiryo, 

Daud Beureuh, M. Natsir dan Syarifuddin Prawiranegara. Rupanya, di 
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antara segelintir saja mahasiswa yang mengikuti kuliah Ilmu tasauf yang 

disampaikan Hamka, terdapat itel rezim Soekarno.
86

 

Berbagai tuduhan lain, di antaranya menjalin kontak dengan kaki 

tangan Tengku Abdul Rahman dalam lawatan beliau ke Pontianak pada 

September 1963, mengadakan rapat gelap di Tangerang pada 11 Oktober 

1963 untuk merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Agama waktu 

itu H. Saifuddin Zuhri dan melakukan kudeta, dan sebagainya. Intinya, 

aktivitas dakwa Buya Hamka di tengah masyarakat dianggap sebagai 

gerakan kontra revolusi yang ketentuan hukum bagi pelakunya ditetapkan 

melalui surat penetapan Presiden. 

Dari Sukabumi, Hamka kembali dipindah ke Cimacan bersama 

seorang tahanan lain bernama Ghazali Sahlan (dituduh sebagai komplotan 

maker Hamka dan kawan-kawan) pada 8 April 1964. Tiga bulan Buya 

Hamka ditahan disana lalu atas permintaan beliau karena cuaca Puncak 

yang dingin menganggu kesehatannya, Hamka dipindahkan ke 

Megamendung pada 15 Juni.
87

  

Buya Hamka dijadikan sasaran serangan strategis, surat kabar 

terpenting Pro-PKI dimasa Demokrasi Terpimpin adalah Harian Rakjat, 

BintangTimur dengan sisipan ruang seni budaya bertajuk lentera adalah 
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terompet yang paling lantang suaranya. Disamping menyiarkan 

propaganda politik, di ruangan ini secara sistematik dilakukan serangan-

serangan terhadap seniman-sastrawan yang bersebrangan dengan 

Lekra/PKI. Pimpinan Lentera adalah sastrawan novelis Pramoedya Anata 

Toer (1925-2006). 

Buya Hamka adalah salah satu sasaran utama, karena di samping 

sastrawan non-komunis, beliau juga tokoh besar Muhammadiyah dan 

Masyumi yang bertentangan dengan PKI. Buya Hamka di tahan 2 tahun 4 

bulan lamanya, tidak pernah diadili dan tuduhan itu ternyata palsu. Di 

dalam tahanan sastrawan ulama besar ini menyelesaikan Tafsir Al Azhar 

yang monumental itu. Buya Hamka persis akan disiksa ketika 

Gestapu/Kudeta 1 Oktober 1965 terjadi. Sastrawan senior ini diselamatkan 

oleh kudeta tersebut.
88

 

Fitnah keji disusul dengan penahanan tanpa peradilan itu tak pelak 

adalah puncak ketegangan hubungan antara Buya Hamka dengan Presiden 

Ir. Soekarno. Padahal, sesuai sifat Buya Hamka yang romantik, secara 

pribadi Presiden Ir. Soekarno adalah sosok yang dikaguminya dan pernah 

pula disanjung sedemikian tingginya oleh Hamka.
89
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Buya Hamka bebas setelah rezim Soekarno jatuh digantikan oleh 

Soeharto. Hamka kembali melakukan kegiatan seperti sebelum ditahan 

Soekarno. Pada tanggal 16 Juni 1970, Buya Hamka dihubungi oleh 

Mayjen Soeryo, ajudan Presiden Soeharto. Pagi-pagi Pak Soeryo telah 

datang kerumah Hamka. Kehadiran Pak Soeryo, yang ditemani oleh 

seseorang, ternyata membawa pesan dari keluarga Soekarno untuk 

Hamka. Pesan itu adalah pesan terakhir dari Soekarno kepada keluarganya 

dan dipenuhi oleh Presiden Soeharto. Untuk itulah kemudian Presiden 

Soeharto mengutus Pak Soeryo, ajudannya, menemui Hamka. 

Isi pesan Ir. Soekarno lalu disampaikan kepada Hamka. “Bila aku 

mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam shalat 

jenazahku.” Demikian kurang lebih pesan Soekarno kepada keluarganya. 

Buya Hamka dengan mantap menjadi Imam Shalat Jenazah Ir. 

Soekarno. Pesan terakhir mantan Presiden Pertama Republik Indonesia 

yang telah memenjaranya, dengan ikhlas ditunaikan Hamka.
90
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